
. MENTERI

" T PENDAYAGT'NAAN APARATUR I\EGARA
:: i DAII REFORMASI BIROKRASI,. 

R.EPUBLIK INDONESIA

PERATI'RAIT MEIITTERI
PENDAYAGT'NAAII APARATUR NEGARA

DAJT RTFORMASI BIROIIRASI

NoMoR .tl??...rlrur zorz

KrBrJAKAry trn ooo*$t#1T*rrcAwAr r',e'Rr srprlBAGI JABATAN YANG DIKECUAIIIIAN PAT,AU-PETTUNDAAN SEMEITTARA
PENERIIT{AAN CPNS

DEI|GATT RAIIMA? TI'IIAN YANG MAIIA ESA

MTIYTTRT PEITDAYAGI'NAAN APARATT'R NEGARA
DAN REFORMASI BIROI{RASI,

Menimbang: a' bahwa dalam rangka penataan pegawai negeri sipil ke arah
jumlah, kuaritas dan distribusi pNS yang tepat sesuai kebutuhan
organisasi, serta elisiensi penggunaan anggaran belanja pegawai,
ditetapkan kebljakan penundaan sementara (moratorium)
penerimaan CpNS.

b. bahwa dalam kebijakan moratorium penerimaan CpNS terdapat
jabatan yang dikecualikan dalam rangka mengisi kekosongan
kebuhrhan yang apabila tidak diisi dapat berdampak dalam
urusan tatakelola pemerintahan yang pada akhirnya berdampak
pada program nasional.

c. bahwa dalam pengisian jabatan yang dikecualikan tersebut harus
diiamin kualitasnya, melalui sistem pengadaan CpNS yang
berbasis kompetensi dengan cara yang transparan, obyektif, dan
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).



Mengingat

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu
menetapkan peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Kebijakan pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan yang dikecuarikan dalarn
moratorium penerimaan CpNS.

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun l9Z4 Tentang pokok_pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3O4l), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. undang-undang Nomor 32 Tahun 20o4 Tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O0g Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9g rahun 2oo0 Tentang pengadaan

Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oo0 Nomor 195, Tambahan rembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016) Peraturan pemerintah Nomor ll Tahun 2OO2
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OOg tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 15
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor
63 Tahun 2009 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor 154);
,)



5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon pegawai Negeri Sipil
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 122,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O12 Nomor L2I Tambahan l*rrl.baran Negara

Republik Indonesia Nomor 5318).

6. Peraturan Bersama Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 02ISPB/M.PAN-RB/8/2OIL, Nomor
800-632 Tahun 20ll, Nomor l4l/pMId.Oll2OLl Tentang
Penundaan Sementara Penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
O92/P/2OL2 tentang PfN penyelenggara pengadaan CpNS 2O12.

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

: KEBLIAKAI{ PENGADAAI{ CALON PDGAWAI IIDGERI SIPIL
BAGI JABATAN YANG DII(TCUALII{AN DAL/UU PEITT'ITDAAIY
SEMEI| TARA PEITERIIIAAN CPNS.

Pasal I
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bertujuan:
a. untuk mengisi jabatan yang lowong dalam formasi Pegawai Negeri

sipil;
b. mendapatkan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi

untuk melaksanakan tugas jabatannya.

Pasal 2

Prinsip pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus transparan,
objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut
biaya apapun.



Pasal 3

{l) Setiap pelamar yang. memenuhi persyaratan untuk diangkat
qenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti ujian, teJuafi
ditetapkan lain peraturan perundang undangan.

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :

a. ujian kompetensi dasar,

b. ujian kompetensi bidang dan atau tes psikologi lanjutan.

Pasal 4

(1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil wajib lulus ujian kompetensi
dasar Pegawai Negeri Sipil.

(2|Pelaryar dinyatalan lulus ujian kompetensi dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai ambang batas kelulusan
(passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB.

Pasal 5
(l) Kementeri xt /Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melaln_rkan

ujian kompetensi bidang atau tes psikologi lanjutan- sesuai dengan
persyaratan jabatan.

(2) Materi ujian kompetensi bidang disusun oleh instansi pembina
Jabatan Fungsional masing-masing.

(3) Jabatan Dosen, Guru, Dokter, Bidan dan perawat sesuai p€raturan
perundang-undangan harus memiliki sertifikasi profesi.

(4) Untuk mendukung perolehan sertifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Dosen, Guru, Dokter, Bidan dan perawat diwajibkan
mengikuti dan lulus ujian kompetensi bidang.

Pasal 6
Kebljakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini adalah
sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh
Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional bersama panitia
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi.

Pasal 8
Ketentuan teknis pelaksanaan kebiiakan pengadaan CpNS ini diatur
lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.



Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap 
_ 

or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundanqanPeraturan Menteri pendayagunaan'ep"talur -rv"g* 
d;-R;;;Ti

f,HHTl. 
tt dengan penempatannya dalam Beri-ta NegL 

- ;i;;;;i;
Ditetapkan di Jalcarta
Pada tanggal : *8... .luni 2012

Aparatur Negara
Blrokrasl,<2rkx

$-,w



Lampiran : peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi BirokrasiNomor : tH.. Tahun 2012Tanggal : 2V... Juni2OI2

I(EBIJAKAIT PENGADAAIY CALON PEGAWAI NEGERI SIPILBAGI JABATAIT YANG DIKECUALII{AN DALAM PENUITDAAN SiTU-ETTENE
PEIYERIIIIAAIiT CPNS

uulnfi
A. LatarBelakang

Sebagaimana diketahui .b4-" pemerintah saat ini sedangmelaksanakan reformasi birokrasi da,, salah satu bidang yang direformasiadalah penataan sDM Aparatur yang antara. rain meliputi penataa' jumlahdan kualitas serta distribusi pegawai iegeri Sipil. r r-----**!
salah satu langkah dalam penataan sDM Aparatur tersebut telahditetapkan program moratorium peierimaan cervs yang Jimat"uilln untutmemberikan !":9Tq"t"r, kepada instansi untuk *""rshi;"?-k;"t"t"r,Pegawai Negeri sipil berdasarkan analisis jabatan aar, "irri"i"-t"Lt t.qi",namun tetap memberi. kesempatan kepada instansi 

""t"t 
-rJ"r."r*"

penerimaan CpNS bagr j"fl?, yang dikecuafif<an sepanjanf-irrst"rrsitersebut telah melakukan analisis ja6ati aan anarisis b.b; d;;:
untuk memenuhi kebutuhan pegawai bagi jabatan yang dikecualikanpada masa penundaan .serttettdrJ (morat6ri-um) p""r"ri'*"li- cpNs,Pemerinrah^menstqpkan kebliakan tambahan alokasi formasi cpNS TahunAnggaran 2012.

Kebliakan moratorium penerimaan cpNs bertujuan untukmewujudkan penataan. pegawai yang merupakan u"st""-tid;ffirpisahkandari program reformasi birokrasi. 
-

HaI ini sejalan dengan.Grand 
_Design Reformasi Birokrasi dalam rangkamenciptakan birokrasi y-ang lebih efektifJ efisien, dan produktif J.i; rangtamewujudkan pemerintahan yang bersih dan ta$ t 

"tot" 
p"rrr"rirrt ii* r**baik, serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.

Pongortlan

fatgm nelaturan ini, yang dimaksud dengan :l. Pengadaan CpNS adalah.proses penlsian formasi yang lowongpelamar urnutn, ikatan dinas, t"""g" honorer, formasi- kfrusGtenaga ahli tertentu/ khusus.

melalui
dokter,



2. Kompetensi Dasar pega.wai Negeri sipil adalah kemampuan dankarakteristik dalam .. diri seseorang 
-yang 

berupa p"rrg.l"frrr"r.,
$tgypilu", dan perilaku vang menjadi ciri-"-iri 

".o.i.,g nJj"tiJ N"g".i
Sipil Republik Indonesia.

3' Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri
::seorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yangdiperlukan dalam pelakTl"T tugas jabatan"y" 

";hilA;-i]raiviaumampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam *riit, .y"U*t r,tertentu.

4. Formulir Lembar Jawaban Komputer yang selanjutnya disebut FormulirIJK adalah lembaran_formulir asli yang berisi data peserta uiian, instansiyang dilamar, wilayah/lokasi instansi yang dilamar, jenis'dan :.L*"fo.rmasi yang dilamar, dan kode soat u;ii serta koiom ja-aLin- soarujian.

5' Iembar Jawaban Komputer yang selanjutnya disebut LJK adalah formulirIJK yang telah diisi oleh peserta ujian meliputi data p..".t"- ,r;i"",instansi,yang dilamar, wilayah/lokasi instansi'yang al*i*, :""iJ aanjalatan formasi yang dilamar, dan kode soal ujian 
""rt"j"*"tlria-ari soarujian tes kompetensi dasar/kompetensi bidang.

6. flasll pengolahan LJK adalah nilai hasil rjian setiap peserta ujianberdasarkan ha.sil pencocokan antara jawabaa pr""rt de"!"o tuncijawaban soal ujian.

Daftar Nilai adalah nominatif atau- lisfing yang memuat nama peserta,
_kodej+atan, kode pendjdikan, kode instansi, iomor peserta ujian, nilai
dan daftar peringkat hasil ujian peserta.

Passing Grade adaJah nilai ambang batas kerurusan ujian dari seorangpeserta ujian CPNS,

Tenaga honorer adalah tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2oos s;bagait"ana teurr aua kai
diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor s6 Tahun 2012,

Prlnslp.prlnslp Pengadaan CpNS
Pengadaan cPNs dilakukan. aerdasarkan prinsip transparan, objektif,koqOetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan-tidak'dipungui b;; ;;;r"1. Transparan dalam arti proses pelamaran, penaaftaian, 6hd;"""ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan

dilaksanakan secara terbuka.

7.

9.



2. Obyekttf dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan
kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai
keadaan yang sesungguhnya.

3. Kompetltlf dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan
penentuan hasil seleksi didasarkan pada passingr grad.e yang telatt
ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta.

4. Bebas BIiN dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS harus terhindar
dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Tldak dlskrlmhatlf dalam arti dalam proses pengadaan CPNS tidak
boleh membedakan pelamar berdasar suku, ras agama, jenis kelamin dan
golongan.

6. Ttdak dlpungut btaya dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun
dalam proses pengadaan CPNS meliputi pengumuman, pelamara!,
penyaringan, pemberkasan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Tqluan Pengadaar CPIYS
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepagawaian (PPK)
dan pejabat lain yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan CPNS, guna :

1. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggungiawab, netral dan
memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya KKN.

Tahapaa Yang Harus Dtlakukan Instansl Selama Moratorlum Penerlmaan
CPilS

Selama keb{jakan moratorium penerimaan CPNS setiap
Kementerian/Iembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
antara lain diwajibkan untuk:
1. Melakukan penataan Pegawai yang tepat jumlah dan tepat kualitas

dengan cara :

a. Melakukan analisis jabatan untuk menghasilkan uraian jabatan (job
desoiptionl dan peta jabatan.

b. MeLalnrkan analisis beban kerja untuk menghasilkan jumlah pegawai
yang dibutuhkan.

c. Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun (2012-2016).

d. Menyusun rencana redistribusi pegawai tahun 2012 -2OL6.
e. Melakukan redistribusi pegawai berdasarkan hasil perhitungan

kebutuhan pegawai dibandingkan dengan pegawai yang ada (bez,etingll,
dengan tetap memperhatikan prinsip penempatan pegawai pada
jabatan yang tepat sesuai kompetensi, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Redistribusi pegawai pada tahap pertama dilakukan dalam satu
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satuan atau antar satuan organisasi pada Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2) Redistribusi pegawai antar Kementerian/Lembaga, antar
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, antar provinsi maupun antar
Kementerian/ lembaga dengan Pemerintah Daerah.

3) Redistribusi pegawai antar Kabup aten / Kota dalam suatu provinsi
difasilitasi/dikoordinasikan oleh Gubernur bersama Menteri pAN-
RB serta Kepala BKN.

4) Redistribusi pegawai antar Kabupaten/Kota, antar provinsi dan
antar Kementerian lembaga difasilitasi oleh Menteri pAN-RB dan
Kepala BKN.

Bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah
melaksanakan kewqiiban sebagaimana tersebut pada angka I :

a. Ternyata ada pegawai yang tidak dapat ditempatkan sesuai kebutuhan
jabatan, kepada pegawai yang bersangkutan ditawarkan pensiun
sukarela sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Ternyata ada satuan organisasi pada Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah yang mengalami kekurangan pegawai maka dapat
dipertimbangkan untuk diberikan penambahan pegawai unhrk
jabatan yang dikecualikan dengan ketentuan:
l) Kementerian/Lembaga yang :

a) Membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai:
(l) Tenaga Pendidik (Dosen ilmu teknik dan eksakta; Guru

Kelas serta Guru Produktif)

(21 Dokterdan PerawatpadaUPT Kesehatan;

(3) Jabatan yang bersifat khusus dan mendesak (iabatan
yang merupakan pelaksana tugas utama instansi dan
jumlahnya sangat kurang apabila tidak diisi pada tahun
ini maka menimbulkan dampak secara nasional).

b) Memiliki lulusan ikatan dinas sesuai Peraturan perundang
undangan.

2l Pemerintah Daerah :

Pemerintah Daerah yang besaran anggaran belanja pegawai di
bawah/kurang dari 50% dari total Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2Ol1 untuk memenuhi kebutuhan
pegawai yang melaksanakan tugas sebagai:
a) Tenaga Pendidik (Guru Kelas dan Guru Produktif);

b) Dokter, Bidan dan Perawat;

c) Jabatan yang berifat khusus dan mendesak fabatan yang
hasil kerjanya mendorong pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan keq'a dan mengurangi kemiskinan
sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta
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jumlahnya sangat kekurangan, apabila tidak diisi pada
tahun ini akan menimbulkan dampak yang lebih besar).

3) Tenaga honorer yang terah bekeq'a di lembaga pemerintah pada
atau sebelum tanggal l Januari 2005 dan telah diverifikasi dan
divalidasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam peraturan
pemerintah Nomor 4g rahun 2005 jo peraturan pemerintah
Nomor 43 Tahun 2007, sesuai kebutuhan organisasi, redistribusidan kemampuan kcuangan negara yang ditetapkan dalarn
Peraturan Pemerintah.

c. Tata cara pengu.strlan formasi CpNS

l) Pen5rusunan formasi cpNS harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang formasi pNb.

2l Surat pengajuan usul dan rincian tambahan formasi CpNS yang
memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, golongan ruang,jumlah alokasi dan unit kerja penempatan,

3l usul tersebut harus ditandatangani oleh pejabat pembina
Kepegawaian disampaikan kepada Menteri PAN_RB dengan
tembusan kepada Kepala BKN.

4l Untuk Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur, dengan
ketentuan Gubernur memberikan rekomendasi terkait denlan
kelayakan tambahan formasi yang diajukan oleh Kabupate n I Kotaatas usulan tambahan formasi Kabupaten/Kota di wiiayah
kerjanya.

5) Rincian tambahan_formasi cpNS yang telah ditetapkan/disetujuioleh Menteri PAN-RB, tidak diperbolehkan iit.auf."r,
revisi/perubahan formasi.

6) Penetapan tambahan formasi CPNS bag tenaga honorer,
berdasarkan dqf-fg no4rnatif (iabatan, nama tenoga honorer,
kualilikasi pendidikan dan unit kerl'a penempatan) sesuai hasil
verifrkasi dan validasi untuk masing-masing instansi dan telah
dilakukan gji r_gUti5 1l9h pejabat pembina Kepegawaian yang
diusulkan o$-f9na! BKN yang berita acaranya ditandatangani
oleh Kepala BKN dan Kepala BpKp kepada MentCri PAN_RB.

PROSES PEI|GADAAN CPNS

A. Dasar Hukum
Pelaksanaan pengadaan 

- 
cPNs dari pelamar umum harus berpedoman

pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 20O0 jo peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2oo2 tentang pengadaan pigawai Negeriqtl .ae.ngal prinsiF transparan, objektif, kompetitif, Uefal ffN, tiiar
diskriminatif, dan tidak dipungut biaya apapun;
Pengangkatan tenega honorer berdasarkan peraturan pemerintah Nomor
48 Tahun 2o05 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dua kali, terakirir dengan

10
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O12;

B. Perslapaa Pengadaan CPNS

1. Pelaksanaan Pengadaan CPNS dikoordinasikan oleh panitia pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional yang dibentuk oleh MenpAN-RB.

2. Setiap instansi membentuk Panitia Pengadaan CpNS instansi yang
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabar yang
ditunjuk.

3. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan CpNS
Daerah dikoordinasikan/difasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil
Pemerintah di wilayah Provinsi;

4. Untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan
CPNS Pusat dan Daerah maka dalam ha-l penyusunan soal kompetensi
dasar dan pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) akan dilakukan
oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional;

5. Dalam penJrusunan soal kompetensi dasar dan pengolahan IJK,
Pemerintah (Kementerian PAN-RB) bekerjasama dengan Konsorsium
Pergurrran Tinggi Negeri;

6. Dalam penJrusunan soal kompetensi bidang dilakukan oleh instansi
Pembina Jabatan Fungsional;

C. Ktsl-Hst Materl UJlan :

1. Materi qjian kompetensi dasar PNS meliputi :

a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan
pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar
Kebangsaan Indonesia yang meliputi :

1) Pancasila
2) UndangUndangDasar 1945
3) BhinekaTrmggal lka
4) Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (sistem tata negara

Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemenntah
daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia
dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan
berbahasa indonesia secara baik dan benar)

b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai :
1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi

secara lisan maupun tulis,
2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi

perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-an-gka.
3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan

penalaran secara runtut dan sistematis,

l1



4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai
permasalahan secara sistematik.

c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai :
1) Integritas diri,
2) Semangatberprestasi,
3) Kreativitas dan inovasi,
4) Orientasi pada pelayanan,
5) Orientasi kepada orang lain,
6) Kemampuanberadaptasi,
7) Kemampuan mengendalikan diri,
8) Kemampuan bekerja mandti dan tuntas,
9) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan,
lO) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan
1l) Kemampuan menggerali:kan dan mengkoordinir orang lain.

2. Materi soal qjian kompetensi bidang
a. Materi soal qiian kompetensi bidang disesuaikan dengan karakteristik

jabatan, yang pelaksanaannya dapat berbentuk :

1) Tes tertulis;
2) Tes praktek (performane test);

3) Tes psikologi lanjutan; dan atau
4) Tes wau'ancara.

b. Penyusunan materi soal ujian tulis kompetensi bidang adalah
tanggungiawab Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang
bersangkutan, misalnya:

1) Dosen dan Guru oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan,
2) Dolcter, Perawat dan Bidan oleh Kementerian Kesehatan,
3) Diplomat oleh Kementerian Luar Negeri,

4) Penyuluh Pertanian oleh Kementerian Pertanian,
5) Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Kementerian

Hukumdan HAM,

petaksanaannya agar, berkoordinasi dengan ppK Instansi pengguna
melalui Panitia Pengadaan CPNS Instansi.

c. Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan rnateri soal ujian
kompetensi bidang, Instansi Pembina Jabatan Fungsional dapat
melakukan penggandaan, pendistribusian, pengatasan ujian,
pengumpulan soal dan LJK hasil ujian serta pengolahan IJK hasil
ujian kompetensi bidang.

d. Materi tes praktek disusun oleh Instansi pembina Jabatan Fungsional
dalam bentuk panduan tes praktek sesuai dengan kebutuhan iaUatan
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e.

yang memuat rincian informasi yang akan diperoleh dari pelamar
CPNS, bentuk praktek, kriteria penguji, serta kriteria hasil tes praktek.

Materi tes psikologi lanjutan disusun oleh instansi yang bersangkutan
dalam bentuk panduan tes psikologi lanjutan sesuai dengan
kebutuhan jabatan yang memuat rincian informasi yang akan di
peroleh dari pelamar CPNS, bentuk/jenis tes psikologi, kriteria pengqii
psikologi, serta kriteria hasil tes psikologi.

Materi tes wawancara disusun oleh instansi yang bersangkutan dalarn
bentuk panduan wawancara sesuai dengan kebutuhan jabatan yang
memuat rincian informasi yang akan diperoleh dari pelamar CPNS,
teknik wawancara, kriteria pewawancara, serta kriteria hasil penilaian
wawancara,

D. Pelaksaraaa Pengurnuman, Pendaltaran dan Seleksl
Pengumuman formasi yang lowong, pendaftaran, seleksi administrasi
sesuai persyaratan pelamar CPNS dan formasi yang lowong, pemberian
nomor ujian, penyediaan tempat ujian serta pengawasan pelaksanaan
ujian dilakukan oleh masing-masing instansi, khusus untuk
Kabupaten / Kota dikoordinasikan oleh Gubemur.
Penggandaan dan distribusi soal ujian kompetensi dasar dan formulir
LJK dilakukan oleh masing-masing instansi (Panitia Pengadaan CpNS
Instansi) dengan melibatkan pengamanan dari Kepolisian serta
pengawasan yang dilakukan oleh unsur pengawas internal dan pengawas
eksternal, Panitia Pengadaan CPNS Nasional.

Pelaksanaan ujian kompetensi dasar CPNS dilakukan oleh masing-
masing instansi secara serentak pada hari yang ditentukan secara
nasional oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional.

Pelaksanaan ujian kompetensi bidang yang bersifat tertulis dapat
dilakukan pada hari yang sama setelah ujian kompetensi dasar.

E. Pongolahan lanbar Jaraban Kornputer
1. Pemindaian /scanning LJK setelah ujian dilakukan pada hari y€rng sama

setelah pelaksanaan ujian pada lokasi ujian. Apabila tidak
memungkinkan, scanning LJK dilakukan sesegera mungkin dengan
mempertimbangkan keamanan LJK;

2. Scnming LJK bersifat terbuka dengan disaksikan oleh perwakilan
peserta, unsur pengawasan internal instansi yang bersangkutan, serta
unsur Tim Pengadaan CPNS Nasional, Tim Pengadaan CPNS Instansi dan
unsur terkait lainnya;

3. Hasil scarning LJK dari berbagai lokasi tes dikumpulkan oleh
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri untuk diproses lebih lanjut dengan
kunci jawaban sehingga menghasilkan nilai masing-masing peserta ujian,
kemudian dilakukan perankingan/pemeringkatan nilai hasil ujian;
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4. Untuk instansi yang penyelenggaraan ujian cpNS nya hanya di satu
lokasi, pelaksanaan-.sccnntng dan pengolahan LJK yang me-nghasilkan
nilai dan rangking dilakukan pada hari y€rng sama setelah selJsai u;ian
CPNS dilokasi yang bersangkutan dengan disaksikan oleh unsur
pengawas internal dan eksternal;

5. Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri memberikan rekomendasi nilai
ambang batas kelulus an (passing grade) kepada Menteri PAN-RB melalui
Panitia Pengadaan CPNS Nasional;

6. Menteri PAN-RB menetapkan nilai ambang batas kelulusan fpassingrgrude) berdasarkan hasil rekomendasi Konsorsium perguruan- Tingf
Negeri;

7. Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri mengolah mnking nilai peserta ujian
pada masing-masing instansi berdasarkan nilai ambang batas kelulusan
(poss@ grade) yarrg sudah ditetapkan;

8. Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri men5rampaikan daftar nilai dan
ranking /peringkat nilai hasil ujian kompetensi dasar untuk masing-
masing instansi dengan berita acara kepada panitia pengadaan cpNS
Nasional, untuk selanjutnya disampaikan kepada pejabat pembina
Kepegawaian masing-masing instansi dengan tembusan kepada Kepala
BKN:

9. Pejabat Pembina Kgfgelwgran mengumumkan hasil ujian yang
disampaikan oleh Panitia seleksi pengadaan cpNS Nasional aan tiaat
diperkenankan untuk diubah;

1o. ujian kompetensi bidang diselenggarakan oleh masing-masing instansi
sesuai dengan kebutuhannya dengan memperhatikan peraturan ini.

F. Penetapan kelulusan hasll uJtan/solokst CpNS

1. Kelulusan didasarkan pada nilai ambang batas kelulus an (passing grade),
dan apabila jurnlah yErng memenuhi nilai ambang bitas kirulusan
(passng grade) melebihi jumlah formasi jabatan yang tetah ditetapkan,
maka penetapan selanjutnya berdasarkan rangking nilai teriinggi
berurutan nilai berikutnya sampai dengan jumlah fo-rmaii masing-rnasii!
jabatan yang ditetapkan oleh Menteri pendayagunaan Aparatui Negara
dan Reformasi Birokrasi;
a. Dalam hat instansi menetapkan bagi jabatan tertentu han]ra

menyelenggarakan ujian kompetensi dasar, maka:
a. Apabila jumlah- pelamar yang mencapai nilai ambang batas

kelulusan (passing grade) sama atau kurang dari jumlali alokasi
formasi yang tersedia maka pelamar yErng memenuhi nilai ambang
batas kelulusen (passing grade) tersebut dinyatakan lulus.

b. Apabila jumlah- pelamqr yang mencapai nilai ambang batas
kelulusan (passing grade) melebihi jumlah alokasi formisi yang
tersedia, maka penentuan kelulusan berdasarkan rangking sesuai
dengan jumlah alokasi formasi yang tersedia.
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c. Apabila jumlah pelamar yang memenuhi passing grade k,.rang dartjumlah a-lokasi formasi yang ditetapkan, maka klfurangan ter'setutdapat diisi dari pelamar jabatan lain yang kualifikasi
pendidikannya sama yang memenuhi passing giadJ berdasarkan
rangking sesuai dengan jumlah alokasi formasiyang tersedia.

b. Instansi yang menyelengg-arakan ujian Kompetensi Bidang dan atau
Tes Psikologi Lanjutan maka:

l) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar dan
mengrkuti ujian kompetensi bidang/tes psikolbgi hnjutan, makanilai kelulusan ujlan kompetensi bidang aitentut<anTaitetaptao
berdasarkan peringkat nilai tertinggi.

2) Apabila jumlah pelamar yang memenuhi nilai sebagaimana tersebut
p1d1 anSka l) melebihi alokasi formasi yang dltetapt 

"rr, *at a
kelulusan ujian kompetensi bidang ditentukan ueraasarkan pada
peringkat nilai tertinggi sesuai dengan juntah alokasi formasi.

3) Apabila jumlah peramar yang memenuhi nilai sebagaimana tersebut
pada angka l) sama. atau kurang dari jurnrah aloriasi formasi yang
ditetapkan, maka pelamar tersebut dinyatakan lulus.

4) Bagr pelamar yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan
ujian kompetensi 

_ 
dasar dan mengikuti ujian kompetensi bidang

pelamar tersebut dinyatalan tidak lulus,
LJK dan dokumen lain yang berkaitan dengan proses seleksi tidak boleh
dimusnahkan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah pelalsanaan
pengadaan CPNS;

Pelamar yang boleh mengikuti ujian CpNS, ijaz,etnya harus sesuai
dengan_ l5qJitikasi nendjailan yang tercantum 

-dalam- 
formasi jaratan

yang telah ditetapkan oleh Menteri pAN-RB;

Penetapan dan, pengumuman hasil seleksi bagi peLamar cpNS harus
sesuai dengan jabatan, kualilikasi pendidikan aan iiaat melebihi jumlah
setiapjabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri pAN_RBj

Jabatan dan- penempatan cPNs hasil seleksi harus sesuai dengan formasi
yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB;

Pemberian persetujuan NIp oleh BKN didasarkan pada hasil pengolahan
L-fK yang diterima dari Kementerian pAN dan RB;
Bagi Instansi yang melaksanakan pengadaan cpNS yang tidak sesuai
{9ngan pedoman ini akan diberikan sanksi berupa tidal diberikan Nomor
Identitas Pegawai (NIP).

G. Pengusulan lYonor Induk Pegawaf (I{Ipl
l. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian kompetensi dasar dan atau

kompetensi bidang melengkapi persyaratan administrasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.

4.

5.

7.
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2. Instansi memeriksa kelengkapan administrasi yang disampaikan pelamar
yang dinyatakan lulus ujian.

3- Instansi menyampaikan usul penetapan nomor NIp kepada Kepala
BKN/Kepala Kantor BKN Regional

H. Penetapan NIP

1. BKN memeriksa kelengkapan dan keabsahan data domumen adminstrasi
yang disampaikanoleh insytansi, serta kesesuaian dengan formasi yang
telah ditetapkan.

2. BKN memberikan persetujuan NIp usulan penetapan NIp yang memenuhi
kelengkapan dan keabsyahal sesuai peraturan -perundang_
undanganserta formasi yang telah ditetapkan.

I. Pengawasan dan Pengendqtlan

L Pengawasan seluruh pelaksanaan pengadaan Nasional dilakukan oleh
Panitia Pengadaair CPNS Nasional,

2. Secara teknis pengawasan dilakukan oleh :

a. Pengawasan internd pemerintah dilakukan :

l) BPKP untuk seluruh CPNS;

2) Deputi Bidang pengawasan dan Akuntabilitas, Kementerian pAN-
RB untuk seluruh CPNS;

3) Deputi Pengendalian Kepegawaian, BKN untuk seluruh CpNS:
4) Inspektorat Jenderal untuk CpNS pusat;

5) Inspektorat Daerah untuk CpNS Daeratr di lingkungannya;
6) Khusus untuk cpNS daerah provinsi dikoordinasikan pada tingkat

nasional oleh Kementerian Dalam Negeri;
7) Khusus untuk cpNS daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh

Gubernur di wilayahnya;

b. Pengawasan eksternal oleh Badan Inteliien Negara (BIN), dan lembaga
independen yang berbenhrk Konsorsium- Lembaga Swadaia
Masyarakat (LSIM) terdaftar pada pemerintah dalam hal tirkait dengan

pengaduan/keluhan masyarakat.

PSIUBAGIAIT TT'GATI DAI,AM PEI,AKSANAA$ PENGADAAIT CPNS
A. nrgaE laetansl yang mendapat atolasl fornasl:

1. Membentuk Panitia Pengadaan cpNS Instansi dan pengawas Instansi;
2. Mengumumkan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi melalui

media cetak / elektronik;
3. Menerima lasraran melalui media online dan jika belum memungkinkan

dapat dilakukan melalui kantor pos;
4. Menyeleksi lamaran yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
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undangan di bidang pengadaan pNS;

5. Melaporkan jumlah ya''g melamar kepada panitia pengadaan cpNS
Nasional;

6. Menyiapkan bahan ujian termasuk menggandakan master soal dan
formulir IJK yang disusun oleh Menteri PAN-RB c.q panitia pengadaan
CPNS Nasional dan atau Instansi pembina Jabatan Fungsional;

7. Apabila menyelenggarakan ujian tertulis kompetensi bidang wajib
meminta/menerima master soal ujian dari Instansi pembina Jabatan
Fungsional;

8. Menyediakan tempat ujian CPNS;
9, Menerima master ,s9al ujlan kompetensi dasar dari panitia pengadaan

CPNS Nasional c.q Ketua Konsorsium pIIy;
1O. Mendistribusikan soal ujian dan formulir LJK ke lokasi ujian;
11, Melaksanakan ujian CPNS;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan ujian;
13. Memeriksa dan menentukan kesesuaian nomor dan nama peserta,

kualifikasi pendidikan dan jumlah yang ditentukan dalam formasi-dengan
hasil ujian yang diolah oleh Menteri PAN-RB c.q Konsorsium pTIrI;

14. menetapkan dan mengumumkan kelulusan hasil ujian kompetensi dasar
CPNS yang disampaikan oleh panitia pengadaan cpNS Nasional c.q Ketua
Konsorsium PlN.

15. Mengumumkan hasil ujian kompetensi bidang.
16. Mengumumkan hasil ujian seleksi CpNS oleh ppK.

17. Menlapkan usul proses penetapan NIp.
18. Membuat dan menetapkan Surat Keputusan pengangkatan CpNS.
19. Membuat laporan pengadaan cpNS kepada Menteri PAN-RB dan KepalaBtil.

B.Tugas Iloneorslum Pcrgurnan fbggt Negedl
l, Membuat master soal ujian kompetensi dasar dan kunci jawaban;
2' Menyusun dan membuat master formurir IJK (Lembar Jawaban

Komputer);

3. Menyerahkan master soal dan formutir IJK kepada Ketua panitia Instansi
melalui Panitia Pengadaan CPNS Nasional;

4, Memantau pelaksanaan ujian;
5. Mengumpulkan IJK yang telah diisi peserta;

6. Mengolah l,{K yanq telah diisi peserta termasuk LJK hasil ujian
kompetensi bidang bagi instansi dan jabatan yang ditentukan oleh
Panitia Pengadaan CPNS Nasional.

7. Memberi rekomendasi nilai ambang batas kelulusan (passing grade)ujian
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kompetensi dasar;

8' Menyampaikan daftar nilai hasil pengolahan rJK per instansi kepada
Menteri PAN-RB Jngl+i Panitia pengadaan CpNS Nasonal dengan
tembusan Kepala BKN berdasarkan pa.ssing grade d,anjumlah loworigan
jabatan dalam formasi;

9. Membuat SOP penyusunan master soal ujian dan formuli r I)K,
pendistribusian master soal ujian dan kunci jawaban soal ujian serta
pengumpulan dan pengolahan LJK hasil ujian.

C. Tugas Kementerlan PAN-RB:

1. Me ngkoordinasikan pelaksanaan pengadaan CpNS;

2. Memverifikasi dan validasi usulan formasi bagi jabatan yang dikecualikan
berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja;

3. Menganalisis jumlah dan kualilikasi pendidikan serta men5rusun
tambattan formasi bagi jabatan yang dikecualikan;

4. Mengajukan surat kepada Menteri Keuangan terkait dengan penyediaan
anggaran gaji pegawai;

5. Menetapkan Formasi atas Pertimbangan Teknis Kepala BKN dan
memperhatikan Pendapat Menteri Keuangan (selama Moratorium
mendapat persetujuan dari Komite pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional);

6' Menetapkan Kebliakan Pengadaan CPNS dan kisi-kisi kompetensi dasar
PNS;

7. Menetapkan passing grade ujian kompetensi dasar berdasarkan
rekomendasi Konsorsium PTN;

8. Menyampaikan berita acara daftar nilai hasil ujian kompetensi dasar
yang ditandatangani oleh Ketua Konsorsium pIN berdasarkan passing
gradedan jumlah lowongan jabatan dalam formasi kepada instansi;

9, Menyusun dan mengelola anggaran koordinasi pengadaan CPNS
nasiond;

D. ftrgas Kcmenterlaa Keuangan:

l. Menyediakan dan memberikan pendapat atas perhitungan biaya
penyelenggaraan seleksi CPNS yang diajukan MenpAN-RB;

2. Memberikan pendapat ketersediaan anggaxan belanja Pegawai Negeri Sipit
Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

3. Menyusun dan menyampaikan rasio prosentase belanja pegawai dalam
APtsD;

4. Menetapkan anggaran pelaksanaan dan koordinasi pelaksanaan
pengadaan CPNS Nasional.

E. Tugas Badan Kepegawalan Negara:
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ry.

L. Menyampaikan pertimbangan tambahan formasi secara nasional kepada
Menteri PAN-RB;

2. Menyusun dan menyampaikan pertimbangan Teknis tentang Alokasi
Formasi per instansi kepada Menteri PAN-RB;

3. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pengadaan CpNS;
4. Memeriksa berkas kelengkapan usul penetapan NIp;
5. Menerima daftar nilai hasil pengolahan IJK dari panitia pengadaan cpNS

Nasional c.q Ketua Konsorsium PTN;

6. Menetapkan NIP CPNS bagi yang memenuhi syarat peraturan perundang_
undangan;

7. Melaporkan realisasi penetapan NIP kepada Menteri PAN-RB dan Menteri
Keuangan;

PEIrvELEsArArt TElfAcA rIoIfoRER' DOKTER PADA DAERATT TERPEI{CD
DAn TErfAcA AHLr TERTEI{TUII$ruSUS lpp noMoR 56 TATTUN 20t2l.

A. Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD
(kategori I), sebagai berikut:

l. Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi cpNS (hasil verilikasi
dan validasi), dilakukan untuk mengisi tambahan formasi tahun
anggaran 2012.

2. Penyampaian hasil verifrkasi dan validasi tenaga honorer kategori I
merupakan perlimbaagan teknis Kepala BKN sebagai bahan penetapan
forrrasi masing-masing instansi.

3. Penyampaian hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I
kepada Menteri PAN-RB disertai berita acara yang ditandatangani oleh
Kepala BKN dan Kepala BPKP dengan tembusan kepada masing-masing
instansi.

4. Penetapan tambahan formasi masing-masing instansi ditetapkan oleh
Menteri PAN-RB berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN,

5, Menteri PAN-RB menyampaikan penetapan tambahan formasi kepada
masing-masing instansi.

6. Instansi mengumumkan tambahan formasi tenaga honorer kepada yang
bersangkutan agar segera melengkapi dokumen administrasi dengan
batas wakhr yang ditetapkan sebagai bahan untuk penetapan NIp CPNS,

7. Instansi menyampaikan dokumen administrasi pengangkatan CpNS
kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

8. BKN memeriksa kelengkapan dan keabsahan data dokumen administrasi
yang disampaikan oleh instansi, serta kesesuaian dengan formasi yang
telah ditetapkan oleh Menteri PAN-RB.

9. BKN menetapkan NIP atas usulan penetapan NIp yang memenuhi
kelengkapan dan keabsahan sesuai peraturan perundang-undangan.
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B. Pen{elesaian tenaga. honorer yang 
-,penghasilannya tidak dibiayai dari

APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:
1. BKN menerima daftar nominatif beserta sofi apg (compact disc,f tenaga

honorer kategori II dari masing-masing sesuai dengan sE MenpAN-RB
Nomor O3 Tahun 2012 .

2. BKN menJrusun daftar nomin a$ (risting) data tenaga honorer per
instansi (nama, tanegal lahir, jabatan, pendidikan, unit kerja).

3. Penyampaian li.sting data tenaga honorer kepada instansi untuk
dilakukan pengumuman (qli pubrik) melalui media koran rokal dan
media online (uebsr'te BKN).

4' Instansi menyampaikan laporan hasil uji publik kepada BKN dengan
ternbusan kepada Menteri PAN-RB.

5' KemPAN-RB dan BKN menyelesaikan pengaduan dalam masa sanggah
setelah uji publik.

6' BloI menrusun nominatif tenaga honorer kategori II yang tidak ada
masalah berdasarkan uji publik per instansi (nama, tanggal rahir,
jabatan, pendidikan, unit kerja).

7. BKN menetapkan kepastian jumlah tenaga honorer kategori II per
instansi (nama, tanggal lahir, jabatan, pendidikan, unit kerja) tenage
honorer yang memenuhi kriteria kategori II.

8, BKN menyampaikan listing yang definitif kepada masing_masing
instansi sebagai dasar perencanaan kegiatan dan anggaran.

9. Kementerian PAN-RB menetapkan nilai ambang batas kelulusan
(pa.sstng grade) ujian kompetensi dasar tenaga honorer kategori II
berdasarkan pertimbangan dad Menteri yang bertanggungiawab
dibidang pendidikan atas pendapat konsorsium pIN.

1o. Instansi menyelenggarakan ujian terhrlis kompetensi dasar dan
kompetensi bidang.

ll. Penyusunan soal dan pengolahan hasil LJK ujian kompetensi dasar
oleh konsorsium PTN.

12. Penyusunan soal ujian terhrlis kompetensi bidang oleh Instansi
Pembina Jabatan Fungsionar dan pengolahan LJK hasit ujian
kompetensi bidang oleh konsorsium pTN,

13' Konsorsium PTN menyampaikan hasil pengolahan LJK hasil ujian
kompetensi dasar kepada Panitia pengadaan CpNS Nasional.

14' Kepala BKN menyusun pertimbangan teknis tambahan formasi dan
penempatan tenaga honorer kategori II yang lulus ujian kompetensi
dasar dan ujian kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan riil
instansi yang didistribusikan secara nasional.

20



15. Menteri PAN-RB menetapkan tambahan formasi dan penempatan
tenaga honorer kategori II per instansi secara nasionar berdasarkan
pertimbangan Kepala BKN.

16. Instansi mengumumkan tambahan formasi tenaga honorer kategori IIyang ditetapkan Menteri PAN-RB kepada tenaga honorer yang
bersangkutan agar segera melengkapi dokumen administrasi dengan
batas wakhr yang ditetapkan sebagai bahan untuk penetapan NIp
CPNS,

l'7. Instansi menyampaikan dokumen administrasi pengangkatan cpNS
kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

18. BKN memeriksa kelengkapan dan keabsahan data domumen
adadnstrasi yang disampaikan oleh instansi, serta kesesuaian dengan
formasi yang telah ditetapkan.

19'BKN menetapkan NIp atas ustrlan penetapan NIp yang memenuhi
kelengkapan dan keabsahan sesuai peraturan perundang_undangan
serta formasi yang telah ditetapkan.

c. Pengangkatan Dokter pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah
menjadi CPNS
l. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebaga.i

tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas
pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal,
perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diusulkan untuk
diangkat menjadi calon pegawai Negeri Sipil melalui arokasi formasi
khusus dengan kriteria :

a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun;

b. bersedira bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah
terpencil, tertinggar, perbatasan atau tempat yang tidak diminati
paling singkat 5 (lima) tahun.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian meng'sulkan alokasi formasi khusus
bagi Dokter kepada Menteri PAN-RB dengan tembusan kepada Kepala
BKN yang dilengkapi dengan :

a. Perhitungan kebutuhan Dokter dan jumlah Dokter yang tersedia
pa.da sarana pelayanan kesehatan pemerintah.

b. Pernyataan dari Dokter yang bersangkutan untuk bersedia diangkat
menjadi calon pegawai Negeri sipil yang ditempatkan pada sarana
pelayanan kesehatan pemerintah di daerah terpencil, tertinggal,
perbatasan atau tempat yang tidak diminati selama sekurang-
kurangnya 5 tahun.

c. Fotocopg Surat Keputusan pengangkatan sebagai pegawai fidak
Tetap (PTT).
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v.

3. BKN memberikan pertimbangan teknis alokasi formasi khusus Dokter
kepada Menteri PAN-RB.

4. Menteri PAN-RB menetapkan alokasi formasi khusus Dokter.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian memberitahukan kepada Dokter yang

bersangkutan agar melengkapi dokumen administrasi untuk
kelengkapan penetapan NIP sebagai CpNS,

6. BKN menetapkan NIP cpNS bagi usulan yang memenuhi syarat sesuai
ketentuan.

D. Pengangkatan tenaga ahli tertentu/ khusus menjadi CpNS

I' Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan pengangkatan
Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia (masih kekurangan) di kalangan pNS
kepada Presiden dengan tembusan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN.

2. Tenaga Ahli tertentu/khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a
berdasarkan kriteria:
a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan
b. telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada

3l Desember 2005.
3. BKN memberikan pertimbangan teknis pengangkatan tenaga ahli

tertentu/khusus tersebut kepada Menteri PAN-RB atas dasar
penelusuran database kepegawaian tentang ketersediaan jabatan
tersebut di kalangan PNS.

4. Menteri PAN-RB memberikan persetujuan prinsip kepada presiden
setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

5. Presiden menetapkan pengangkatan Tenaga Ahli tertentu/khusus
tersebut dengan Keputusan Presiden.

PPUBIAYAATT PELIII{SANAAN PENGADAAN CPNS

A. Biaya penyelenggaraan pengadaan CpNS, penggandaan soal, distribusi
soal dan formulir LJK, dan belanja/gaji pegawai bagi Instansi pusat
dibebankan pada APBN Tahun 2ot2 dan telah dicantumtan aaum ppa
Tahun 20 12 masing-masing instansi.

B. Biaya penyelenggaraan pengadaan CpNS, penggandaan soal, distribusi
soal dan formulir LIK, dan belanja/gaji pegawfu bagi tnstansi Daerah
dibebankan dalam APBD masing-masing provinsi, Kabupaten/Kota.

C. Biaya penyusunan master soal ujian kompetensi dasar, pengumpulan LJK
!3sit gjlan dan pengolahan I.K hasil ujian oleh Konsorsium-rO Ferguruan
Tinggi Negeri dibebankan pada ApBN Tahun 2or2 pada DIpA Kemeiterian
PAN - RB.

D' Biaya penyelenggaraan koordinasi pengadaan cpNS nasional dibebankan
pada APBN melalui DIPA Kementerian pAN-RB tahun 2O12.
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VI. LIIFORAIT

Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan pelaksanaan
pengadaan CPNS paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan pengadaan
CPNS, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

VII. KEirEIVTUAJ{ LIUN-L,IUN

A. Ketentuan teknis lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan Kepala BKN.
B. P"g Instansi yang melaksanakan pengadaan cpNS yang tidak sesuai

dengan kebliakan ini akan diberikan sanksi berupa tidak dapat ditetapkan
Nomor Identitas Pegawai (NIP).

VIII.PEIYITTUP

A. Apabila dalam pelaksErnaan Peraturan ini instansi mengalami kesulitan
agar dikonfirmasikan pada fim Pengadaan CpNS Nasional.

B. Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Aparatur llegara
Blrokrasi
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